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LORg SALINAN
. , \‘_-:-.; ‘._
MENTERI NEGARA
LINGRUNG AN HIOUP KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 42 /MENLi/10/1996
TENTANG
BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN
MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan fungsi dan cstanan lingkungan hidup agar
. ' tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk
, : hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan

limbah cair ke lingkungan,

b. bahwa tindak lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nornor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, periu
ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair;

c. bahwa kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi mempunyai potenst
menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu
dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan
menetapkan Baku Mutu Limbal Cair;

d. bahwa “schubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu
menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan IMidup tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas

{.' T

Mengingat : . Mijnpolitie Reglement 1930 (Sibld. 1930 Nomor 341);

b

Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan Minyak dan Gas Bumu (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2070);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintaban di Daerabh (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 (entang Pengairan (L.embaran
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3046);




Menetapkan

LO.

1.

12.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

Peraturan Pemerintab Nomor |7 Tahun 1974 Tcmang Pengawasan
Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di
Dacrah Lepas Pantai (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 30631);

Peraturan Pemerinah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan
Kerja Pada Pemumian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1979, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3135);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tenfang Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 199C Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3409);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang  Sungai
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

Keputusan  Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tenang
Pembentukan Kabinet Pembangunan VI; '

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Menteri
Negara Serta Susunan Organisasi staf Menteri Negara;

- Keputusan  Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1991

tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN  MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN
MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUML.




Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.

| ]

10.

12.

13.

Eksplorasi adalah segala cara penyelidikan geologi pertambangan uniuk menetapkan
adanya dan keadaan bahan-bahan galian minyak dan gas serta panas bumi,

Eksploitasi adalah pekeijaan pentambangan dengan maksud untuk menghasilkan hatan-
bahan galian minyak dan gas serta panas bunin dengan jalan yang lazim,

Pengilangan minyak adalah usaha memproses minyak dan gas bumi di daratan atau di
daerah lepas pantai dengan cara mempergunakan proses fisika, kimia guna memperoleh
dan memperunggi mutu bahan-bahan galian minyak dan gas serta panas bumi yang

dapat digunakan;

Depot adalah iempat kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran kembali Bahan
Bakar Minyak (BBM) yang penerimaan/penyalurannya dilaksanakan dengan
menggunakan sarana angkutan pengairan (sungai, laut), sistem pipa, mobil
tangki/bridgen dan Rail Tank Wagon (RTW);

Bakt Mutu Limbah Cair Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi adalah baras
kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair unwk
dibuang dari kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;

Limbah Cair adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan dibidang
minyak dan gas serta panas bumi yang dibuang ke lingkungan dan berpotensi
menurunkan kualitas lingkungan; _ '

Debit maksimum limbah cair adalah debit tentinggi yang masih diperbolehkan dibuang
ke lingkungan;

Kadar maksimum limbah cair adalah kadar tertinggi yang masth diperbolehkan dibuang
ke lingkungan;

Beban pencemaran muaksimum  adaiah veban tertinggt yang masih diperbolebkan
dibuang ke lingkungan;

Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak [Lingkungan;

. Instansi teknis adalah instanst yang bertanggung jawab di bidang kegiatan Minyak dan

Gas serta Panas Burmi;,

Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota dan Guberenur Kepala Daerah Istimewa;

Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup.




Pasal 2
(1) Baku Mutu [.imbah Cair bagi jenis kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi :

a. FEksplorast dan produksi migas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan
I;

b. Eksplorasi dan produksi panas bumi adalati sebagaimana tersebut dalam Lampiran
II;

c. Pengilangan minyak bumi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran [V dan V;
d. Pengilangan LNG dan LPG adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran VI;

e. Instalasi, depot dan terminal minyak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran
VII; -

(2) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan
berdasarkan kadar, kecuali jenis kegiatan pengilangan minyak bumi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1} huruf ¢ pasal ini ditetapkan berdasarkan beban pencemaran
dan kadar. '

Pasal 3
Bagi jenis-jenis kegiatan :
a. [ksplorasi dan produksi migas yang :

1) telah beroperasi sebelum ditetapkan keputusan iai, berfaku Baku Mutu Limbah Cair
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I,

2) tahap perencanaannya dilakukag sebelum ditetapkan keputusan ini dan beroperasi
setelah ditetapkan keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana
dimaksud dalam lampiran I;

3) tahap perencanaannya dilakukan setelah ditetapkan keputusan ini, berlaku Baku
Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;

4) apabila menggunakan fasilitas pengolahan yang lama untuk kegiatan
pengembangan kilang Migas, berfaku Baku Mut Limbah Cair sebagaimana

‘dimaksud dalam Lampiran L.
b. Pengilangan minyak bumi yang :

1) telah beroperasi sebelum ditetapkan keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair
sebagaimana dimaksud dalam Larapiran IV;




2) tahap perencanaannya dilakukan sebelum ditetapkan keputusan ini dan beroperasi

setelah ditetapkan keputusan iai, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana
dimaksud dalam iampiran 1V;

3) tahap perencanaannya dilakukan setelah ditetapkan keputusan ini, berlaku Baku
Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V;

Pasal 4

Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan int setiap saat
fidak boleh dilampaui.

Pasal §

Baku Muw Limbah Catr sebagaimana dimaksud dalam fampiran Keputusan ini, ditinjau
secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 {lima) tahun.

(1)

@

(3)

(4)

()

(2)

Pasal 6

Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan di luar parameter yang tercanium
dalam lampiran keputusan ini setelah mendapat persetujuan dart Menteri.

Menteri mengeluarkan keputusan mengenai paraineter tambahan dengan memperhatikan
saran dan pertimbangan instansi teknis yang bersangkutan. :

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dlbenkan selambat-lambatnya 4
(empat) bulan sejak diterimanya permohonan persenuuan

Apabila telah melampaui jangka wakwu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tdak
dibertkan keputusan, maka dianggap Menteri telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Pasal 7

Gubernur dapat menetapkan Baku Muti Limbah Cair lebih ketat dari ketentuan
sebagaimana tersebut dalam Luupiran Keputusan ini setelah berkonsultasi dengan

Menteri dan instansi teknis yang bersangkutan.

Apabila Gubernur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini, maka berlaku Baku Mutw Limbah Cair seperti tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.




Pasal 8

Apabila analisis mengenai dampan lingkungan bagi kegiatan Minyak dan Gas serta Panas
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair
lebih ketat dari Baku Mutu Limbal Cair sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan
ini, maka unmk kegiatan tersebut berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang
dipersyaratkan cleh analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 9

Setiap penanggungjawéb kegiatan Minyak dan Gas serta panas bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) wajib untuk:

a. melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke
lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan.

b. memasang alat ukur debit atau laju alir imbah cair dan melakukan pencatatan debit
harian limbah cair tersebut khusus untuk kegiatan pengilangan Migas.

c. memeriksa kadar parameter Bako Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam
[Lampiran Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
sebulan,

d. menyampatkan laporan tentang catatant debit harian khusus kegiatan Pengilangan Migas

~ dan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam huruf b

dan ¢ sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali- kepada Gubernur, Kepala Bapedal,
Menteri dan instansi teknis serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dicantumkan ke dalam izin
yang dianggap relevan umuk pengendalian pencemaran bagi kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 11

Apabila Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1} telah ditetapkan sebelum keputusan ini :

a. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;

b. Baku Muwu Limbah Cairnya lebih longgar dari Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Limbah
Cair seperti yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selambat-lambatnya 1 (saw)
tahun setelah ditefapkan Keputusan ini




‘®
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Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di :  Jakana
Pada tanggal : 9 Oktober 1996

Mentert Negara
Lingkungan Hidup,

teel.

Sarwono Kusumaatmadja

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup

... Bidang Pengembangan, Pengawasan dan




LAMPIRAN | : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIiDUP

NOMOR : KEP- 42 /MENLH/10/1286

TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI
KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA
PANAS BUMI

TANGGAL : 9 OKTOBER 1996

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKS!I MIGAS

PARAMETER KADAR MAKSHMUM {mg/t.}

DARAT LAUT
Cob | 300 -
Minyak dan temak 35 75
Sulfida (sebagai H,S) 1,0 :
Amonta (sebagai NH,-N) 10 -
Phenot Total 2 -
Temperatur 45°C -
pH ) : 6.0 - 9.0
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LAMPIRAN 1l : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR . KEP- 42 /MENLH/10/1996

TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI
KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA
PANAS BUMI

TANGGAL : 9 OKTOBER 1986

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKS! MIGAS

PARAMETER KADAR MAKSIMUM {mg/L)
DARAT LAUT
coDn 200 -
Minyak dan lemak 25 50
Sulfida {sebagai H,S) | 0.5 -
Amonia {sebagai NH;-N} 5 -
Phenol Total 2 -
Temperatur 40°C -
pH 6,0 -9,0
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LAMPIRAN Il

NONMOR
TENTANG

TANGGAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

KEP- 42 /MENLH/10/1996

B8AKU MUTU LIMBAH CAIR BAG!
KEGIATAN MINYAK DAN  GAS
SERTA PANAS BUMI

9 OKTOBER 1996

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN EKSPLORAS! DAN PRODUKS! PANAS BUMI .

PARAMETER SATUAN KADAR MAKSIMUM
Asam Sulfida terlarut (sbg H,S) mg/l 1
. "Amaonia (sebagai NH,)terlarut mg/t 10
i Air Raksa (Hg} mg/l 0,005
Arsen (As} mg/l 0.5
Temperatur 45°C
pH 5.0 - 9.0

10




. LAMPIRAN [V :  KEPUTUSAN MENTERi NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR :  KEP- 42 /MENLH/10/1996
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI
KEGIATAN MINYAK DAN  GAS
SERTA PANAS BUM!
TANGGAL : 9 OKTOBER 1986

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PENGILANGAN MINYAK BUMI

KADAR MAKSIMUM BEBAN PENCEMARAN
PARAMETER (mg/L) MAKSIMUM
_ {gram/m?)
BOD, 100 120
cop | 200 240
Minyak dan lemak 25 30
Sutfida {sbg H,S) 1,0 i.2
Amonia (sbg NH,-N) 10 12
Phenol Total _ 1,0 1,2
Temperatur 45°C" ]
pH . 6,0-9,0
Debit Limbah Maksimum - 1200 m? per m® bahan baku minyak i
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LAMPIRAN V

NOMGR
TENTANG

TANGGAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

KEP- 42 /MENL}/10/1596 |
BAKU MUTU LIMBAH CAiR BAG!
KEGIATAN MINYAK DAN  GAS
SERTA PANAS BUMI

9 OKTOBER 1996

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PENGILANGAN MINYAK BUMI

KADAR MAKSIMUM BEBAN PENCEMARAN
PARAMETER {mg/L} MAKSIMUM
{gram/m?)
BOD, 80 80
COD 160 160
Minyak dan lemak 20 20
Sulfida terlarut 0,5 0,5 i
Amonia terlarut 5 5
Phenol Total 0.5 0.5
[ Temperatur 45°C "
pH 6,0 - 9,0
Debit Limbah Maksimum 1000 m? per m?® bahan baku minyak

12
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LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

NOMC:: :  KEP- 42 /MENLH/10/1996

TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI
KEGIATAN MINYAK DAN  GAS
SERTA PANAS BUMI

TANGGAL : 9 OKTOBER 1996

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAG!I KEGIATAN PENGILANGAN LNG DAN LPG TERPADU

PARAMETER SATUAN KADAR MAKSIMUM
Minyak dan Lemak mg/l | 25
Air pendingin :
f Residual Chlorine mg/l 2
Témperatur 45°C
pH 6.0-9,0
13




LAMPIRAN VI

NOMOR
TENTANG

TANGGAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

KEP- 42 /MENLH/10/1986

BAKU MUTU LIMBAM CAIR BAGI
KEGIATAN MINYAK DAN  GAS
SERTA PANAS BUMI

9 OKTOBER 1936

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INSTALASI, DEPOT DAN TERMINAL MINYAK

® |

PARAMETER SATUAN KADAR MAKSIMUM
Minyak dan Lemak mg/ 25
6,0-9,0
\
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